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Sekapur Sirih

Buku bunga rangkai menduduki tempat tersendiri dalam
spektrum katagori buku. Dari segi jumlah penulis dan kontribusi tiap
penulis pada bukuy, satu titik ujung spektrum adalah buku yang ditulis
oleh satu orang dan menjadi kanvas dari curahan pemikiran dan
pengalaman seseorang yang dalam dan luas. Buku dengan satu orang
penulis seperti The Wealth of Nation (1776) karya Adam Smith atau
Membangun Koperasi, Koperasi Membangun karya Bung Hatta,
membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses penulisan
yang merupakan magnum opus serta kristalisasi pemikiran dan
pengalaman penulisnya atas permasalahan besar jangka panjang
sehingga buku tipe ini adalah terus menjadi rujukan sekian dekade,
bahkan abad, setelah terbit. Ujung spektrum lain penerbitan adalah
artikel opini pendek yang membahas permasalahan aktual dimana
sang penulis akan merasa puas apabila pemetaan masalah dan
solusinya diadopsi oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Buku bunga
rampai memungkinkan pemikiran opini dari banyak penulis dengan
keahlian dan pengalaman masing-masing yang dirangkai dengan
benang merah yang disiapkan sejak awal sehingga menjadi mozaik
yang layak dirujuk dan dibaca lagi untuk waktu yang (relatif) panjang.

Buku ini adalah Kketiga kali-nya INDEF mengumpulkan
pemikiran para ekonom dengan judul “Pemikiran 100 Ekonom
Indonesia”. Namun hanya kata pertama yang akurat dan bisa dimaknai
secara umum dan tanpa perluasan makna. Dari segi jumlah terdapat
107 artikel yang ditulis 113 ekonom (ada beberapa artikel yang joint
authorship). Para penulis buku ini adalah ekonom dalam arti awal
oikos nomos yang dalam bahasa Yunani berarti mengatur rumah
tangga.Mengurusi rumah tangga negara, apalagi yang sedang
menghadapi pandemi, membutuhkan bukan hanya pemikiran dari
para ahli ekonomi tapi juga para ahli kesehatan, pertanian, lingkungan,
sosial, budaya dan juga teknik/teknologi. Latar belakang para penulis
juga berasal dari berbagai profesi: akademisi, policy maker, LSM,
profesional, pengusaha dll. Kata Indonesia pada judul buku perlu
diartikan sebagai ekonom warga negara Indonesia karena editor
secara khusus mengajak beberapa ekonom Indonesia yang sedang
berdomisili di negara lain untuk menyampaikan perspektifnya yang
lebih berjarak dari hingar bingar dalam Indonesia.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-
2024, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima hal yang menjadi
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prioritas dalam lima tahun pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin
yaitu 1) Membangun SDM pekerja keras, terampil, dan menguasai
teknologi; 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur; 3)
Penyederhanaan regulasi; 4) Memangkas birokrasi dan prosedur; 5)
Transformasi ekonomi dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA)
menuju manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

Penyusunan buku ini dimulai pada awal tahun 2020 dengan
asumsi bahwa pemerintah Jokowi- Ma’ruf Amin dapat memfokuskan
kebijakan dan langkahnya untuk mewujudkan lima prioritas diatas
khususnya prioritas kelima sebagai. Periode pemerintah 2019-2024
sangat penting karena mengalami bonus demografi dan mendapat
mandate politik yang cukup kuat di pilpres sehingga bisa
membereskan berbagai PR ekonomi Indonesia. Periode ini adalah
tonggak penting dalam meraih Indonesia emas yang mensejahterakan
dan mencerdaskan rakyatnya pada 2045. Sehingga tema besar buku
“Pemikiran 100 Ekonom Indonesia” ini adalah “Transformasi
Ekonomi Indonesia menuju Negara Maju dan Berdaya Saing”.

Mengganasnya pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah
dan masyarakat sipil harus mengalihkan fokus dan energi dari
prioritas awal. Ekspektasi meningkatnya investasi dan pertumbuhan
tinggi paska pemiu 2019 sesuai pola umum siklus lima tahunan paska
reformasi menjadi redup. Pola penyebaran Covid-19 yang menyukai
kerumunan dan pergerakan orang menyebabkan langkah penanganan
pandemi memiliki dampak ekonomi cukup luas sehingga pertumbuhan
ekonomi tahun 2020 berada pada minus 2,07%.

Masa pandemi yang penuh tantangan ini memerlukan
kolaborasi antar aktor untuk menghasilkan analisa yang komprehensif
dan rekomendasi kebijakan yang ampuh memulihkan serta
memperkuat ekonomi Indonesia. Editor teringat sekaligus berharap
pada Sadl’s Law on Indonesian Economic Policy dimana Prof M. Sadli
sebagai ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri
Tambang dan Energi menyatakan bahwa “Good times give rise to lazy
populist economic policies while crisis times produce good policies.

Buku ini adalah upaya mengumpulkan good policies dan good
solutions yang terserak di kepala para akademis, pemerintah,
profesional di swasta/BUMN, lembaga swadaya masyarakat,
pengusaha Indonesia. Beberapa diantara artikel di buku ini sudah
pernah disampaikan idenya di artikel koran, ruang seminar atau jurnal
ilmiah, tapi dengan dikumpulkan dalam satu buku maka editor
berharap bahwa pemikiran dan solusi lebih mudah di akses dan saling
mengisi sehingga lebih panjang masa relevansinya.

Buku ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan
besar ekonomi Indonesia sehingga dibagi menjadi tujuh kluster yaitu:
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(1) Transformasi Struktural; (2) SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan dan
Jaminan Sosial, (3) Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan
Perumahan; (4) Public Finance, Otonomi Daerah, Birokrasi dan
Institusi; (5) Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing; (6)
Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa; (7) Pertanian,
Kelautan dan Lingkungan Hidup

Kluster pertama dengan tema “Transformasi Struktural
Ekonomi Indonesia” ditempatkan didepan untuk menampilkan
berbagai analisa jangka panjang dan lintas sektor (longee duree).
Perencanaan kebijakan publik dan ekonomi membutuhkan target
jangka panjang (indicative planning) sehingga berbagai kegiatan dan
program mempunyai efek akumulasi dan tidak zigzag terlalu jauh.
Masuknya Indonesia ke negara berpendapan menengah di tahun 2020
menjadi fokus beberapa artikel pada kluster ini dengan
merekomendasikan langkah-langkah akselerasi pembangunan ke 100
tahun Indonesia di tahun 2045 yang sejahtera sebelum tua.

Kluster kedua dengan tema “SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan
dan Jaminan Sosial” adalah prioritas pertama dari pemerintah Jokowi -
Ma’ruf Amin. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai modal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 telah
menginspirasi beberapa ekonom untuk membedah pemikirannya
dalam klaster kedua buku ini. Kesejahteraan ekonomi Indonesia bisa
ditingkatkan dengan kenaikan kualitas sumber daya manusia.
Mengoptimalkan bonus demografi, ketenagakerjaan, pendidikan dan
pengentasan kemiskinan menjadi bahasan banyak artikel di kluster ini.
Untuk mengimbangi bias Jawa, secara khusus editor mengundang
ekonom dari Papua untuk menyampaikan kondisi dan analisa dari
lapangan. Kluster kedua juga banyak terkait dengan kondisi pandemi
Covid sehingga menjadi menjadi bagian analisa beberapa artikel,
editor juga mengajak ahli kesehatan untuk berbagi keahlian dan
pandangan

Tema kluster ketiga “Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan
Perumahan” adalah prioritas pertama Presiden Jokowi-JK periode
2014-2019 dan tetap masuk dalam lima prioritas pemerintah periode
ini. Sebagai negara dengan area luas berbentuk kepulauan maka tidak
mudabh, tapi sangat penting, untuk menghubungkan, mensupply energi
dan menyediakan rumah bagi 271,3 juta penduduk Indonesia secara
merata di berbagai penjuru. Ketika cadangan energi fosil semakin
menipis, maka semakin meningkat juga urgensi untuk melakukan
transisi ke energi terbarukan.

Kluster ke-empat dengan tema “Public Finance, Otonomi Daerah,
Birokrasi dan Institusi” adalah salah satu kluster dengan artikel
terbanyak. Pada masa pendemi ketika konsumsi dan investasi serta
ekspor turun pertumbuhannya, maka optimalisasi peran pemerintah

Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing |v



menjadi sangat penting. Belanja pemerintah, pajak, dan dana desa
banyak menjadi topik artikel di kluster ini. Perlu pengelolaan anggaran
pemerintah yang optimal, tepat sasara dan cepat dicarikan untuk
kegiatan Kkegiatan produktif, dan bagaimana mengoptimalkan
penerimaan negara baik pajak dan non pajak untuk mendukung
transformasi penguatan ekonomi Indonesia. Klaster ini juga
membedah bagaimana otonomi daerah, birokrasi dan institusi dapat
berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berdaya saing

Kluster kelima menyoroti “Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM
dan Daya Saing” yang walaupun banyak tiap selama pandemi tapi
perlu disiapkan langkah-langkah untuk bangkit ketika sudah banyak
masyarakat yang mendapat vaksinasi. Struktur ekonomi Indonesia
dengan banyak sekali UMKM dan sedikit perusahaan medium dan
besar tidaklah optimal. Pola di Asia Timur dan Asia Tenggara adalah
industrialisasi berorientasi export (export oriented manufactur) yang
bernilai tambah tinggi menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan
negara perlu di terapkan, at least partially, di Indonesia. Peran
strategis BUMN yang bukan hanya organisasi yang mencari profit
tetapi juga sebagai agen yang membantu pemerintah menjalankan
fungsi pelayanan masyarakat dan pengelolaan kekayaan negara
menjadikan peningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas BUMN
sangat penting.

Kluster ke-enam dengan tema “Moneter, Keuangan, Pasar Modal
dan Sektor Jasa” dimana sektor keuangan dan jasa Indonesia masih
belum mencapai potensi optimal dengan inklusi finansial yang juga
masih rendah. Modal dan dana adalah darah bagi perekonomian
sehingga kondisi dengan hanya 49% penduduk dewasa Indonesia
mempunyai tabungan di bank menyebabkan Indonesia memiliki biaya
model yang lebih tinggi dari negara besar Asean lainnya. Perlu
berbagai usaha kreatif dan sistematis sehingga sektor ini makin kuat
dan membawa manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia tidak
hanya di masa pandemi tapi juga setelahnya.

Kulster ketujuh yang last but not least memfokuskan pada
“Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup.” Sektor pertanian dan
kelautan masih mejadi lapangan kerja mayoritas penduduk Indonesia.
Selama manusia masih membutuhkan makanan maka sektor ini tetap
akan penting. Indonesia termasuk negara yang akan terdampak besar
pada perubahan iklim dan kenaikan air laut sehingga perlu disiapkan
dari sekarang adaptasi dan mitigasi-nya. Indonesia tahun 2045 tidak
akan menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan jika pada pada
masa itu mayoritas hutan telah gundul, coral reef rusak dan tidak
didiami ikan lagi, biodiversity hilang dan polusi tak terkendali. Editor
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secara khusus mengundang Rektor IPB dan beberapa Guru Besar
Pertanian untuk melengkapi analisa dan pemikiran para ekonom di
kluster ini.

Telah banyak tenaga dan waktu dicurahkan oleh lebih dari
seratus orang dengan keahlian beragam untuk menghadirkan buku ini
ke hadapan pembaca. Semoga tidak hanya menghiasi ruang
perpustakaan dan pajangan di kantor tapi juga menjadi referensi dan
mewarnai kebijakan pemerintah, analisa akademis dan perbincangan
publik di masa mendatang

Berly Martawardaya & Esther Sri Astuti
Editor
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6.12.

Meningkatkan Akses Masyarakat
ke Layanan Jasa Keuangan

Rudi Purwono

Rudi Purwono adalah Dosen dan Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Airlangga. Dia menyelesaikan S-1 llmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan di Universitas
Airlangga, Master dan Doktor lImu Ekonomi di
Universitas Indonesia. Saat ini, ia juga menjadi
Komisaris Independen di Bank Jatim serta
menjadi Wakil Ketua ISEI Cabang Surabaya.
Selain itu, dia juga adalah salah satu pendiri
Indonesia Bureau of Economic Research (IBER).
Posisi penting lainnya yang pernah diduduki
adalah anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan (Ekonom
Regional) pada Tahun 2012-2018, Wakil Ketua Il pada Dewan
Pengupahan Provinsi Jawa Timur (2012-2016), Regional Chief Economist
(RCE) pada Bank Negara Indonesia (BNI) WSY (Jawa Timur) tahun 2011-
2015, dan anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur (2014-
2016).

Urgensi Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif memiliki peran penting dalam pembangunan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, melalui
peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan jasa
keuangan yang aman dan produktif. Yoshino dan Morgan (2017)
mendefinisikan keuangan inklusif sebagai proporsi individu dan
perusahaan yang menggunakan jasa keuangan. Sementara itu, Asian
Development Bank (2015) mendefinisikannya sebagai akses siap pakai
untuk rumah tangga dan perusahaan ke layanan keuangan dengan
harga terjangkau. Keuangan inklusif yang lebih besar dapat membantu
mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan
pendapatan batas termiskin (Beck, Demirguc-Kunt & Levine, 2007).
Hal ini juga dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan dengan
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meningkatkan keragaman aset bank, sehingga dapat mengurangi
risiko serta meningkatkan pendanaan yang stabil dari tabungan (Khan,
2011; Morgan & Pontines, 2014). Akses keuangan yang lebih besar
juga dapat membantu Pemerintah beralih dari subsidi yang boros ke
program transfer tunai, dan transparansi yang lebih besar terkait
dengan transfer dana elektronik yang dapat membantu mengurangi
korupsi. Mengingat pentingnya keterjangkauan akses keuangan
tersebut, pasca krisis global tahun 2008 peran keuangan inklusif
menjadi perhatian tersendiri. Tindak lanjut dari hal tersebut tampak
pada tahun 2010 ketika pemimpin dari kelompok negara G-20
menyetujui rencana tindakan keuangan inklusif dan membentuk
kemitraan global untuk keuangan inklusif dengan mempromosikan
akses keuangan.

Lebih jauh, mengenai urgensi keuangan inklusif, suatu keadaan
sosial yang menyebabkan masyarakat tidak dapat meraih manfaat dari
sektor keuangan merupakan lawan kata dari keuangan inklusif,
disebut juga dengan financial exclusion (Levshon & Thrift, 1995).
Kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan dapat
merugikan masyarakat miskin dalam usahanya mengenal produk-
produk keuangan. Kembali kepada keuangan inklusif, gambaran
antitesis tersebut memberikan penekanan terhadap pentingnya
memastikan akses ke produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan
oleh kelompok rentan dengan biaya yang terjangkau secara adil dan
transparan (Chakraborty, 2011). Kelompok rentan yang dimaksud
yakni kelompok yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan
rendah. Jalur-jalur pemenuhan kebutuhan keuangan inklusif menjadi
faktor yang mempengaruhi peningkatan aksesibilitas serta media
implementasi kebijakan Pemerintah.

Aksesibilitas Masyarakat terhadap Produk Keuangan

Faktor utama keuangan inklusif adalah aksesibilitas layanan
keuangan, yang memiliki banyak dimensi seperti pembayaran dan
rekening tabungan hingga kredit, asuransi, pensiun, serta pasar
sekuritas. Sedangkan dimensi penting lainnya adalah penggunaan
aktual produk dan layanan, seperti promosi untuk meningkatkan
jumlah rekening bank. Hal itu akan dinilai gagal jika rekening tersebut
jarang atau tidak pernah digunakan. Indonesia, dibandingkan dengan
peer-nya di ASEAN, masih tergolong cukup rendah dalam kepemilikan
rekening (atau account) di perbankan. The Global Findex Database
tahun 2017 menyebutkan bahwa dari sebanyak 1.000 orang yang
disurvei, terdapat 49% yang memiliki rekening perbankan. Indikator
tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan Malaysia (85%) dan
Thailand (82%), serta juga masih di bawah rata-rata dunia (69%). Jika
melihat struktur geografis Indonesia yang kepulauan, Indonesia masih
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lebih besar jika dibandingkan dengan Filipina sebesar 34% (Demirguc-
Kunt, Klapper, Singer, Ansar & Hess, 2018).

Indikator mengenai utilisasi produk financial intermediary,
selain kepemilikan tabungan juga dapat dilihat dari pemanfaatan
fasilitas kredit. Utilisasi fasilitas tabungan dan kredit oleh masyarakat
Indonesia, jika dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggalnya (rural
atau urban) berdasarkan data Susenas, pada tahun 2018 sebesar
40,2% rumah tangga yang tinggal di perkotaan tidak memiliki
rekening dan kredit pada perbankan (Badan Pusat Statistik, 2018a).
Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017,
dengan peningkatan sebesar 7,29% (pada tahun 2017 sebesar
32,91%) (Badan Pusat Statistik, 2017). Sementara itu, di kawasan
perdesaan jumlahnya lebih besar dibandingkan di perkotaan, yakni
59,16% rumah tangga di perdesaan tidak memiliki rekening dan kredit
pada perbankan. Jumlah tersebut juga meningkat dari tahun 2017
yang sebesar 57,21% (meningkat sebesar 1,95%).

Untuk menunjukkan capaian dari keuangan inklusif, OJK
menyusun survei Indeks Keuangan Inklusif dan Indeks Literasi
Keuangan. Parameter pengukuran dari Indeks Keuangan Inklusif
adalah penggunaan produk perbankan, melalui survei pada 12.773
responden di 34 provinsi dan 67 kota dan kabupaten. Berdasarkan
data OJK tersebut, pada tahun 2019 Indeks Keuangan Inklusif Nasional
mencapai 76,19%, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 67,8%.
Berdasarkan tempat tinggal, Indeks Keuangan Inklusif Nasional di
kawasan kota (urban) sebesar 83,6%, sementara di kawasan desa
(rural) sebesar 68,49% di tahun 2019. Indeks Literasi Keuangan juga
menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2019 sebesar 38,03%.
Naik dari tahun 2016 sebesar 29,6%. Tahun 2019, untuk kawasan
kota, Indeks Literasi Keuangan sebesar 41,41% dan kawasan desa
sebesar 34,53% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Faktor penting lainnya terkait keuangan inklusif adalah
ketersediaan dan kesiapan infrastruktur keuangan di seluruh lapisan
masyarakat. Bagi masyarakat yang tinggal di desa, pemenuhan
infrastruktur lembaga keuangan menjadi krusial, mengingat kondisi
geografis, yakni jauhnya lokasi bank dengan rumah warga serta
terbatasnya teknologi informasi dan komunikasi, menjadi kendala
utama. Berdasarkan data Potensi Desa Tahun 2018, rata-rata jarak
terdekat dari desa ke bank umum milik Pemerintah adalah 13,53 km,
sementara ke bank umum milik swasta sejauh 20,89 km dan bank
perkreditan rakyat sejauh 18,37 km (Badan Pusat Statistik, 2018b).

Keuangan Inklusif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Apabila melihat kepemilikan rekening dan kredit berdasarkan
status kemiskinan, jumlah masyarakat miskin yang tidak memiliki
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kedua fasilitas tersebut masih sangat tinggi hingga lebih dari 70%.
Data Susenas Tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat miskin
(40% ke bawah) yang tidak memiliki rekening dan kredit yakni
sebesar 74,78% (Badan Pusat Statistik, 2018a). Jumlah tersebut
meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 73,15%
(Badan Pusat Statistik, 2017). Sementara itu, tahun 2018 pada
masyarakat kaya (pendapatan 60% ke atas) sekitar 46,51% tidak
memiliki rekening dan kredit. Jumlah tersebut meningkat 4,97%
dibandingkan dengan tahun 2017 (sebesar 41,54%). Berdasarkan
pendapatan, terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang tidak
memiliki rekening dan kredit, meskipun juga pada masyarakat
pendapatan menengah ke atas.

Keuangan inklusif berkaitan dengan pengentasan kemiskinan
dan stabilitas keuangan dalam lanskap pembangunan ekonomi suatu
negara. Asumsinya bahwa peningkatkan akses ke keuangan dan
penggunaan layanan keuangan akan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Yoshino & Morgan, 2017). Namun dalam
prosesnya, masalah utama terdapat pada informasi asimetris antara
penyediaan (dari bank), dan permintaan (terutama dari kelompok
miskin) yakni mengenai kurangnya informasi tentang keuangan
inklusif. Di mulai sejak tahun 2010, Pemerintah dan otoritas moneter
saat itu banyak melakukan diskusi mengenai financial inclusion dan
strateginya dengan fokus pada bagaimana menyediakan akses
perbankan dan keuangan yang lebih baik bagi masyarakat (Hadad,
2010). Dalam perkembangannya, Pemerintah telah menerbitkan
Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan
Inklusi, yang membentuk Dewan Nasional dalam implementasi dan
monitoring serta evaluasi di tingkat pelaksanaan. Peraturan Presiden
tersebut juga sebagai kerangka koordinasi antarlembaga, Pemerintah,
Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK pun telah
memiliki Master Plan Strategi Jasa Keuangan Inklusif. Sementara ituy,
untuk sistem pembayarannya, Bank Indonesia telah memiliki Blueprint
Sistem Pembayaran Indonesia dalam kerangka mewujudkan keuangan
inklusif.

Mengapa masyarakat tidak memiliki rekening pada perbankan
atau tidak mengakses jasa keuangan? Menurut The Global Findex
Database tahun 2017, 72% (dari masyarakat yang tidak memiliki
rekening) menyatakan karena tidak memiliki dana yang cukup untuk
membuka tabungan. Ini menjadi alasan terbesar mengapa tidak
memiliki rekening dalam perbankan. Sekitar 33% dari masyarakat
yang tidak memiliki rekening yang disurvei menyatakan bahwa jarak
antara rumah dengan bank terlalu jauh; sekitar 32% menyatakan jasa
keuangan (memiliki rekening) terlalu mahal bagi mereka (Demirguc-
Kunt, Klapper, Singer, Ansar & Hess, 2018). Meskipun berbeda survei
dan metodologi dengan data Susenas yang digunakan untuk analisis
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sebelumnya, survei dari World Bank ini dapat memberikan gambaran
mengapa masyarakat tidak mengakses jasa keuangan.

Arah ke Depan

Layanan jasa keuangan merupakan salah satu keputusan yang
dilakukan oleh individu ketika harus memilihnya dengan
mempertimbangkan kebutuhan lainnya. Dalam sudut pandang
konsumsi, jika individu mempertimbangkan layanan jasa keuangan
kurang memberikan manfaat dibandingkan dengan kebutuhan lainnya,
maka layanan jasa keuangan mungkin bukan kebutuhan yang dipilih.
Akibatnya, individu tersebut memutuskan untuk tidak memiliki atau
tidak mengkonsumsi jasa keuangan. Padahal, dalam sudut pandang
secara makro, aksesibilitas masyarakat pada jasa keuangan sangat
penting. Tetapi, dalam pandangan keputusan individu (di sisi mikro),
hal tersebut mungkin dapat dikesampingkan oleh individu.
Pertanyaanya kemudian, apakah individu tersebut memang tidak
membutuhkan jasa keuangan untuk keberlanjutan aktivitas
kehidupannya ke depan?

Keuangan inklusif dalam praktiknya memerlukan pandangan
yang menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat
yang ada di masyarakat, seperti misalnya adanya ketidaklengkapan
informasi manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga miskin.
Implementasi strategi keuangan inklusif sangat kompleks dan dalam
jangka panjang melibatkan begitu banyak institusi, lintas instansi
dalam Pemerintahan, baik keuangan dan non-keuangan juga dengan
sektor swasta (Luna-Martinez, 2017).

Dalam The Findex Database 2017 disebutkan juga bahwa salah
satu hambatan aksesibilitas masyarakat Indonesia pada layanan
keuangan adalah jarak dengan bank (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer,
Ansar & Hess, 2018). Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi menjadi
sangat penting dalam implementasi strategi keuangan inklusif. Karena
sifat hambatan dari pelaksanaan di lapangan mungkin dapat bersifat
costly dan kompleks sehingga memberatkan bagi pihak-pihak yang
terkait dalam strategi tersebut. Padahal peluang potensial saat ini juga
tersedia. Kemajuan teknologi menjadikan bank bersifat branchless
dengan pengawasan secara digital dan jangkauan lembaga keuangan
ke konsumennya juga dapat dijangkau melalui digitalisasi, pun juga
saat ini menjadikan kebijakan sosial protection untuk menggunakan
teknologi digital (bukan cash only). Saat ini, Indonesia telah memiliki
infrastruktur branchless banking dengan nama Laku Pandai, yang telah
beroperasi dalam beberapa tahun dan berdasarkan data OJK terdapat
agen Laku Pandai sekitar 1.146 juta agen per September 2019 di 514

Kabupaten/ Kota (https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.
aspx).
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Hal yang juga penting dalam implementasi strategi keuangan
inklusif adalah pengembangan industri keuangan (lembaga
intermediasi keuangan) di Indonesia. Aksesibilitas perbankan ini tidak
hanya dibutuhkan oleh konsumen saja, dalam hal ini masyarakat.
Masyarakat akan dapat menyimpan uangnya secara aman dan dapat
meningkatkan produktivitas usahanya dengan kredit. Tetapi
perbankan juga memiliki peluang pasar yang sangat besar dari hal ini.
Misalnya, dalam kredit untuk usaha mikro dan kecil dipandang sangat
menjanjikan seiring dengan semakin dinamisnya perekonomian
Indonesia. Resiko yang kecil karena pinjaman yang kecil dan pendek
jangka waktunya, juga tingkat kepatuhan bayar pelaku usaha ini yang
cukup tinggi, dapat menjadi peluang baik bagi bank.

Perencanaan strategi yang matang dalam mendukung
implementasi keuangan perlu dilakukan secara komprehensif. Salah
satu strategi yang dapat diambil adalah merancang produk atau
layanan yang beragam, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mengacu pada data Susenas tahun 2018, diketahui bahwa sekitar
33,79% masyarakat yang tinggal di perkotaan hanya memiliki
rekening saja. Sementara itu, 40,2% individu di perkotaan tidak
memiliki rekening dan kredit. Sekitar 27,71% masyarakat dengan
pendapatan 60% ke atas hanya memiliki rekening, dan 11,46%
memiliki hanya kredit saja (Badan Pusat Statistik, 2018a). Kelompok
ini dapat menjadi target bagi perbankan untuk diversifikasi produk.
Selain itu, bagi sektor perbankan, data potensi tersebut merupakan hal
penting yang harus dimiliki dalam proses berinovasi. Memastikan
bahwa upaya-upaya dalam mewujudkan keuangan inklusif selaras
dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan titik-titik ekonomi
baru di daerah, dan untuk hal tersebut sangat diperlukan koordinasi
antara para pemangku kepentingan sektor keuangan dan non-
keuangan, baik juga sektor swasta dan Pemerintahan (Gradstein,
Randall & Adric, 2018). Investasi dalam hal data dan analisis potensi di
sektor jasa keuangan juga sangat penting dalam implementasi strategi
keuangan inklusif, karena memungkinkan strategi ini berevolusi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor suksesnya
implementasi strategi keuangan inklusif adalah komunikasi yang
efektif dan juga branding dari program-program aksi sehingga
implementasi awal mendapat perhatian dari stakeholder.
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